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ABSTRAK 
 
ANISAH MUNDARI (B 121 12 133), dengan judul “Analisis Yuridis 
Pencantuman Agama Dalam E-KTP ( KTP ELEKTRONIK )”. Dibimbing oleh 
Aminuddin Ilmar selaku pembimbing I dan Achamad Colli selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan 
terhadap pencantuman kolom Agama di E-KTP  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Kementrian Agama, Kantor Catatan Sipil, Kecamatan 
Biringkanaya, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Tamalate. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada 
lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan. 
Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriprif berbagai 
hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut.  
Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap 
manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga 
termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan 
juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang 
diyakininya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 
hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, 
dan Khonghucu. Pengakuan negara terhadap agama tertentu memang 
dibolehkan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sayangnya pengakuan 
negara terhadap enam agama tersebut menimbulkan dampak terlanggarnya 
beberapa hak asasi manusia, khususnya para penganut aliran kepercayaan 
dan agama-agama selain agama resmi yang diakui negara. Dampak yang 
timbul dari pengakuan negara terhadap agama-agama tertentu tersebut adalah 
pembubaran aliran-aliran yang dianggap sesat, pencantuman agama di dalam 
KTP yang kemudian menjadi pintu masuk pembatasan hak-hak para penganut 
aliran kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara. 
 
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Agama, E-KTP.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berhubungan erat dengan 
sistem administrasi kependudukan, hal ini dikarenakan  sistem yang mengatur 
seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan. Dalam hal ini 
terkait tiga jenis  pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran penduduk, 
kedua pencatatan sipil, dan ketiga  pengelolaan informasinya. Ketiga sub 
sistem tersebut masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu 
memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya.  
Pengertian pendaftaran penduduk sebagaimana yang tertuang dalam 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, disebut  bahwa pendaftaran 
penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk 
 beserta perubahannya, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi 
penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan 
sementara, kartu keluarga, kartu tanda  penduduk dan akta pencatatan 
penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan. Sedangkan 
penduduk adalah setiap Warga Negera Indonesia yang selanjutnya disingkat 
WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin 
tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dari definisi tersebut, 
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jelas yang dimaksudkan  penduduk adalah setiap WNI dan WNA pemegang ijin 
tinggal tetap. Untuk itu guna administrasinya diselenggarakan pendaftaran 
penduduk.  
Sesuai dengan Undang - Undang Nomor  24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 64 ayat (1) juga tidak melarang 
agama–agama lain selain yang secara faktual dan sosiologis dipeluk oleh 
masyarakat Indonesia. Namun, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-
Undang Administrasi kependudukan dinyatakan bahwa:1 
“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan.” 
           Hak dan kebebasan berkeyakinan merupakan pilihan bebas sesuai 
dengan hati nurani seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi apa pun 
yang dapat menghalangi,meniadakan, atau memaksakan agama atau 
keyakinan  seseorang. Jaminan konstitusional tersebut makin memperoleh 
bentuk konkretnya lewat perubahan hukum nasional , yakni lahirnya berbagai 
hukum Hak Asasi Manusia (HAM), baik yang dibuat sendiri, maupun hasil 
ratifikasi perangkat-perangkat hukum HAM internasional.Dua catatan penting 
perlu disebut di sini berkaitan dengan ratifikasi. Pertama, dengan melakukan 
ratifikasi, maka norma HAM internasional itu menjadi norma rujukan hukum lain,  
1
Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
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walau statusnya sama. Kedua, dengan melakukan ratifikasi, negara memiliki 
kewajiban melakukan harmonisasi, yakni penyesuaian norma hukum nasional 
yang tidak sesuai dengan norma HAM internasional.    
 Di sisi yang lain, perlakuan diskriminatif dapat dilakukan siapa saja yang 
belum mempunyai kesadaran tentang hak asasi manusia. Kasus-kasus 
diskriminasi terhadap penganut agama tertentu, bahkan dilakukan birokrasi 
negara walaupun UUD 1945 telah menjamin kebebasan warga negara untuk 
menganut serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. 
Kebebasan beragama ini tidak diimplementasikan secara total oleh 
penyelenggara negara.                             
 Perlakuan diskriminatif juga dapat dilakukan oleh elit agama dan 
kelompok masyarakat tertentu. Kasus tindak kekerasan terhadap penganut 
aliran agama tertentu adalah bukti masih kentalnya diskriminasi dalam 
masyarakat. Diskriminasi timbul karena adanya superioritas dalam pemahaman 
keberagamaan, memahami kelompok sendiri sebagai yang paling benar, 
sedangkan kelompok lain adalah sesat dan menyesatkan, sehingga harus 
dihentikan dan dimatikan. Inilah wujud nyata arogansi dalam beragama. 
Beragama adalah hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak dasar 
yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Konsekuensinya, siapapun 
harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam 
beragama. Bahkan negara tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana 
agama yang benar dan mana agama yang salah.    
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 Bahkan ada seorang Dayak beragama Kaharingan menyatakan 
kegalauannya. “Sebelum republik ini lahir, kita sudah beragama Kaharingan 
dan berjuang bagi kemerdekaan Negara ini dengan Kaharingan kita. Anehnya, 
sesudah kita merdeka dan Negara ini lahir, agama kita malah tidak diakui 
Negara yang kita perjuangkan itu.”2 Kondisi ini diperparah dengan keluarnya 
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan Dan 
Adat Istiadat Cina. Dalam Instruksi Presiden tersebut pemeluk agama 
kepercayaan dan adat istiadat Cina dilarang untuk merayakan hari-hari besar 
keagamaan secara mencolok di depan umum. Perayaan-perayaan tersebut 
hanya boleh dilakukan di dalam internal keluarga. Akibatnya para pemeluk 
Khonghucu tidak dapat secara leluasa menjalankan ajaran agama mereka di 
Indonesia.                                 
 Permasalahan semakin rumit ketika agama menjadi salah satu poin yang 
dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk di Indonesia. Negara hanya 
mengakui enam agama padahal ada lebih dari enam agama dan kepercayaan 
yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan memang kemudian mengatur bahwa 
penduduk yang memeluk agama atau kepercayaan yang belum diakui oleh 
negara diperbolehkan untuk tidak mengisi kolom agama tersebut.  
          Beberapa kalangan kemudian berpandangan bahwa pencantuman  
2
John A. Titaley, Kala Tuhan Dipolitisasi; Pengakuan atas Agama dan Masalah Kebebasan 
Beragama Di Indonesiahal. Sina Grafika, Jakarta, 1998, Hal 15  
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agama di dalam Kartu Tanda Penduduk bukanlah hal yang esensial. Agama 
adalah urusan antara manusia dengan Sang Pencipta. Negara dianggap 
mencampuri terlalu jauh urusan tersebut jika mewajibkan penduduknya untuk 
mencantumkan agama di dalam Kartu Tanda Penduduk. Padahal Kartu Tanda 
Penduduk memegang peranan yang cukup penting dalam pemenuhan hak-hak 
asasi manusia di Indonesia seperti hak turut serta dalam pemerintahan, hak 
atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan.    
 Pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk berpotensi 
menimbulkan diskriminasi terhadap penduduk yang memeluk agama selain 
enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, 
Hindu, Budha dan Konghucu. Ketentuan mengenai pencantuman agama dalam 
Kartu Tanda Penduduk ini juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar 
pemeluk agama dan tentu saja dapat mengganggu stabilitas kehidupan 
bernegara di Indonesia. Negara seolah “memaksa” warga negara untuk memilih 
satu di antara enam agama yang diakui oleh negara. Padahal Tuhan pun tidak 
pernah memaksa umat manusia untuk memilih salah satu agama. Hal ini dapat 
dilihat dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Nahl ayat 93 yang artinya 
berbunyi: “Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan seluruh 
manusia menjadi satu umat saja”. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Tuhan 
tidak menciptakan manusia menjadi satu umat atau golongan yang memeluk 
agama tertentu. Karena itu Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk 
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memilih sendiri jalan yang dianggap baik, mengemukakan pendapatnya secara 
jelas dan bertanggung jawab.
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B. Rumusan Masalah 
    Dari uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalahnya sebagai  
berikut: 
1. Apa fungsi pencantuman kolom agama di e-KTP ? 
2. Bagaimana implikasi hukum dan aspek administrasinya di e- KTP  ? 
C. Tujuan Penelitian 
       Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan memahami fungsi pencantuman kolom agama di e-   
KTP ? 
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implikasi hukum dan aspek 
administrasinya di e- KTP  ? 
  D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
sebagai bahan refrensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua 
pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu  
 
3
Quraish Shihab (D), Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan 
Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 380      
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2. pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum administrasi 
negara secara khusus dalam bidang e- KTP. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan 
khasanah ilmu pengetahuan bagi para penegak hukum dalam 
menangani masalah mengenai e-KTP dalam Administrasi 
Kependudukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Sejarah Administrasi Kependudukan 
Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan 
perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status 
hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya 
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia 
merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara 
langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.  
 Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan 
tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah 
Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi 
ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, 
termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat 
mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan 
sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan 
pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
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dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam 
Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan 
baik.Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 
Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak 
tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan 
identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri 
memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis 
Nasional yang meliputi : Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor 
Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP). 
Tiga Program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang 
penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).Untuk 
 penerapan  e-KTP  Menteri  Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna menghentikan 
berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi 
kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan 
KTP ganda (TKI Ilegal, trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan 
perbankan).           
Pelaksanaan Program e-KTP tersebut didukung oleh anggaran yang 
besar, perencanaan teknis yang matang, oleh karena itu ditargetkan selesai 3 
tahun disertai dengan 3 komitmen yang tinggi dari Menteri Dalam Negeri dan 
jajarannya, yaitu : 
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1. Program Program e-KTP harus sukses; 
2. Tidak boleh ada kerugian keuanganNegara yang ditimbulkan oleh 
Program Program e-KTP; 
3. Dalam pelaksanaan Program e-KTP tidak boleh terjadi pelanggaran 
terhadap hukum/ketentuan yang    berlaku. 
Landasan filosofis dibentuknya Administrasi Kependudukan, antara lain : 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan 
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status 
hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang 
dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 Dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 
pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam 
dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu 
dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan 
 Pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana 
apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan 
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kesadaran penduduk, termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar 
negeri 
 Peraturan Perundangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada 
tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan 
yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara 
menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negar 
yang berhubungan dengan kependudukan. 
Selain hal tersebut di atas, dibentuknya Administrasi kependudukan di 
Indonesia, berawal dari masalah pokok atau masalah mendasar antara lain : 
1. Rendahnya proporsi penduduk yang melakukan pendaftaran yang 
berakibat pada rendahnya kualitas 
2. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk, diantaranya : 
 Aspek hukum : belum tersedianya dasar hukum yang utuh, terpadu 
komprehensif dan tidak diskriminatif dalam hal pendaftaran penduduk. 
 Aspek sosial budaya : rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 
pendaftaran penduduk. 
 Aspek aksesibilitas, keterjangkauan geografis , sosiokultural dan 
mobilitas. 
 Aspek kelembagaan : Ketidakseragaman nomenklatur yang berakibat 
pada mekanisme koordinasi yang tidak optimal, dan muncul institusi 
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serupa yang melakukan pendaftaran penduduk untuk kepentingan yang 
berbeda yang menghasilkan data-data yang parsial dan tidak akurat. 
 Aspek sistem : belum terintegrasinya sistem pusat dan daerah dan 
belum terbentuk jaringan antar sub sistem dalam aspek 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 
 Aspek pelayanan : belum adanya SOP dan standar kualitas pelayanan 
minimum dalam hal pendaftaran penduduk yang berakibat pada 
banyaknya muncul komplain terhadap pelaksanaan pendaftaran 
penduduk. 
          Beberapa permasalahan tersebut di atas  memerlukan ketegasan 
Pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka 
reformasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yaitu dibentuknya 
Administrasi Kependudukan. 
B. Pengertian Administrasi Kependudukan     
 Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain.4 Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang                                   
dalam urusan administrasi kependudukan. Pemerintah berkewajiban dan 
4 opcit 
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bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara 
nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi koordinasi 
antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan, penetapan sistem, 
pedoman, dan standar pelaksanaan.      
 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di 
dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk 
memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status 
hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh 
penduduk Indonesia dan warga Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang 
administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah diatur lebih 
khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan 
amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan. Peraturan Pemeritah ini tetap berlaku meskipun telah ada 
amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.   
 Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan 
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Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi 
Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, 
dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan 
minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi 
permasalahan kependudukan.       
 Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk 
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang. Pada pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang 
Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang berdasarkan 
pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan 
agama sebagai mana diatur dalam berbagai peraturan produk colonial Belanda. 
Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak 
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian 
kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data 
kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan 
pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan 
yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif tersebut tidak memiliki 
sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi 
kependudukan.5           
5Leli Indah Minarti, Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan dan teori  dasar, 
Bayu Media : Malang, 2007, hlm 31       
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         Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui 
pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-
hak sipil warga negara. Individu dan rakyat tidak lagi merupakan faktor yang 
diperhitungkan, kecuali memiliki identitas yang berhubungan dengan negara.6  
           Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalui 
bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.4 Pentingnya 
administrasi kependudukan bagi setiap individu yang menetap di suatu negara, 
seperti Negara Republik Indonesia, menjadi salah satu alasan kuat para 
Penghayat Kepercayaan terus memperjuangkan hak-hak mereka untuk 
mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan. Sebelum berlakunya 
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pelaksananya 
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, demi mendapatkan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atau demi mendapatkannya Akta Perkawinan, para 
Penghayat Kepercayaan terpaksa untuk berpura-pura menganut salah satu 
agama mayoritas yang diakui di Indonesia. Kolom agama di KTP mereka pun 
tercantum salah satu agama mayoritas, walaupun mereka tidak meyakininya. 
Setelah berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat 
ketentuan di dalam Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
yang mengatakan bahwa:    
 
6http://siak-banjar.webs.com/apps/blog/show/6021373-pentingnya-administrasi- 
kependudukan-dan-pencatatan-sipil, diakses pada tanggal 8 Desember 2015. 
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“Keterangan tentang agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi 
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, 
tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”  
         Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kolom agama dalam KTP seorang 
Penghayat Kepercayaan tidak lagi diisi dengan salah satu agama yang diakui 
oleh Negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha ataupun 
Konghucu, namun dikosongkan atau diberi tanda (-). Akan tetapi hak-hak sipil 
yang diterima oleh Penghayat Kepercayaan sama dengan yang diterima oleh 
penganut agama lainnya dan tidak boleh dibedakan, serta hal tersebut harus 
dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.     
 Pencatatan sipil sendiri merupakan hak dari setiap warga negara dalam 
arti hak memperoleh akta otentik dari pejabat negara. Dalam kasus perkawinan, 
sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil 
memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, apabila terjadi sesuatu 
nantinya misalnya seperti untuk memberikan kejelasan terhadap status anak, 
untuk menentukan ahli waris, untuk menentukan dan memastikan bahwa 
mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia 
mengajukan cerai dan lain sebagainya.7 Dengan berbagai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang menjadi legitimasi terpenuhinya hak-hak asasi dan 
hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan kini dapat 
tercatat dan terdaftar dalam database kependudukan Pemerintah Negara 
Republik Indonesia.   
7http://dkcapil.pasuruan.go.id/?p=100 diakses pada tanggal 8 desember 2015 
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Dalam rangka penataan dan administrasi kependudukan, diperlukan 
suatu sistem regisrasi penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) dimana data penduduk  direkam dalam 
data base yang dimuktakhirkan secara terus menerus manakalah ada 
perubahan diakibatkan oleh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami penduduk. Catatan di buat bagi individu dan perubahan-
perubahan dilakukan semasa hidupnya.8 
C.Pelayanan Administrasi Kependudukan                                             
          Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang 
berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :     
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 
yang bertempat tinggal di Indonesia. 
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai  
8Said Rusli, Ilmu Kependudukan, djambatan : Jakarta, 1996, hlm 38                  
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warga negara Indonesia. 
4. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam negeri. 
6. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam 
urusan administrasi kependudukan. 
7. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota 
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan 
dalam urusan Administrasi Kependudukan. 
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat 
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 
10.  Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen 
kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 
kependudukan. 
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11.  Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang 
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau 
perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat 
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan 
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.    
12.  Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor 
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat 
pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang 
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, 
serta identitas anggota keluarga. 
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas 
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi 
pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
15.  Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 
16. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing 
untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
17. Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat 
SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dan 
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komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai 
satu kesatuan. 
18.  Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, 
dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. 
19.  Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang 
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan 
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan 
komunikasi data. 
D. Kewenangan Administrasi Kependudukan 
       Wewenang penyelenggaraan administrasi kependudukan sebenar-
benarnya menurut Undang-Undang 23 Tahun 2006 adalah wewenang penuh 
Menteri Dalam Negeri. Kabupaten/Kota adalah instansi pelaksana. Namun 
instansi pelaksana diberikan kewenangan delegasi kepada desa. Undang-
Undang 23 Tahun 2006, seakan memberikan wujud wewenang yang melekat 
pada kementerian dari undang-undang tanpa pemerintah melalui peraturan 
pemerintah, tanpa presiden melalui peraturan presiden. Setelah Undang-
Undang memberikan kewenangan penuh pada menteri, baru presiden dipaksa 
membuat suatu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. 
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Wewenang administrasi kependudukan : 
1. Pasal 2 penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten atau kota (dalam hal ini unit kerja yang mengelola 
pendaftaran penduduk dan catatan sipil) meliputi : 
a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa 
kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi 
kependudukan. 
b. Penerbitan biodata penduduk untuk kartu Keluarga, KTP dan 
surat keterangan kependudukan.  
2. Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi : 
a. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan 
sipil skala provinsi 
b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 
pendaftaran penduduk dan catatan sipil  skala provinsi. 
c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk  dan catatan sipil skala provinsi. 
d. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi. 
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1. Pengguna Data Administrasi Kependudukan, antara lain : 
 Polri/Polda Metro Jaya, KPU, Departemen Keuangan (Ditjen Pajak), 
BKKBN, BPS, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen 
Kesehatan 
 Pemerintah Daerah yang melayani penduduk dengan dokumen 
kependudukan, yaitu Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang mencakup 
lembaga/dinas Pendaftaran 
 Penduduk, Catatan Sipil, KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri 
 Ornop dan Konsorsium Catatan Sipil 
 Swasta: Bank dan Asuransi 
2.  Kebijakan umum administrasi kependudukan : 
 Kebutuhan pemerintah dan pembangunan 
 Pemenuhan tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik 
 Landasan kerja : untuk menopang program kerja kabinet gotong royong 
 Landasan program : Propenas 2000 -2004, program pengembangan dan 
keserasian kependudukan 
 Landasan program : Ketetapan MPR VI/MPR/2002, menciptakan sistem 
pengenal tunggal atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh 
penduduk Indonesia 
 Landasan hukum pembangunan sistem administrasi kependudukan 
dalam era otonomi 
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 3. Cakupan  administrasi kependudukan adalah : 
 Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
data dan informasi untuk penetapan identitas, legalisasi status dan 
kebijakan kependudukan. 
 Perkembangan kependudukan 
  Mengidentifikasi, mengkaji, menelaah dan menganalisis masalah 
kuantitas, kualitas, mobilitas serta tertib administrasi untuk merumuskan 
kebijakan kependudukan, menuju kondisi penduduk yang lebih 
memungkinkan terselenggaranya pembangunan yang dapat 
mempercepat kesejahteraan penduduk. 
E. Fungsi Administrasi Kependudukan 
    Dinas kependudukan dan catatan sipil memiliki fungsi-fungsi berikut :           
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil 
b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 
kependudukan dan catatan sipil 
c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang 
kependudukan dan catatan sipil 
d) Pengelolaan urusan ketatausahaan        
          Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang 
sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi 
penduduk tersebut dapat diketahui tentang data penduduk dan informasi yang 
sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal 
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penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan 
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada 
di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Status hukum diberikan untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar 
memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan 
hukum. Tiga unsur dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah :9 
1. diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.  
2. adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau  
memiliki integritas moral yang terpuji.  
3. adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya 
penegakan hukum.  
 
           Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan  
dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain 
perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta 
perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, 
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan 
pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan 
peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian  
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas  
 
 
9Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, 
Ctk. Pertama, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 4.  
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atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk 
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan 
undang-undang.  
         Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam 
masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang  
perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-
kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, 
pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian 
nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus 
mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan 
demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta 
Catatan Sipil.  
            Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan akta 
otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan 
kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh 
Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat 
diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta 
mengikat semua pihak. Dengan demikian Akta Catatan Sipil tersebut 
merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu 
permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional Akta  
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Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah.10 
              Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, 
masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan 
diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama 
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial 
Belanda.Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian 
itu tidak sesuai dengan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian 
kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data 
kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan 
pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi 
Kependudukan yang utuh dan optimal.  
             Dengan demikian, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan 
pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang 
administrasi kependudukan. Salah satu hal yang penting adalah pengaturan 
mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas 
penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi 
dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di 
bidang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 ini juga menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi  
        10Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil 
di Indonesia, Cetakan Pertama, Sina Grafika, Jakarta, 1991, Halaman 3.  
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kependudukan di Indonesia akan dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dimana hal mengenai Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan ini juga disebutkan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.  
Sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari Sistem 
Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan 
dan pembangunan. Sistem administrasi kependudukan terdiri atas tiga sub 
sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sipil dan sub sistem 
pengelolaan informasi kependudukan. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf l 
dan pasal 14 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dimana pelayanan kependudukan dan catatan sipil 
merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
provinsi dan kabupaten/ kota, maka dalam pelaksanaannya diperlukan 
pembinaan oleh pemerintah. Pembinaan tersebut sesuai Pasal 217 huruf b 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berupa pemberian pedoman dan 
standar pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah diberi 
kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah, Kewenangan 
pemerintah daerah dalam lingkup kabupaten atau kota meliputi :11 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan  
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;  
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman mayarakat  
 
 
11
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Ctk 
Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta,1997 hlm. 100  
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penyediaan sarana dan prasarana umum 
4. penanganan bidang kesehatan  
5. penyelenggaraan pendidikan  
6. penanggulangan masalah sosial  
7. pelayanan bidang ketenagakerjaan  
8. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah  
9. pengendalian lingkungan hidup 
10. pelayanan pertanahan  
11. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil  
12. pelayanan administrasi umum pemerintahan  
13. pelayanan administrasi penanaman modal  
14. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan 
15. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-  
undangan.  
  
          Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung 
jawabkepada daerah dan memberikan peluang kepada daerah agar leluasa 
mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan 
kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.  
         Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengurusi tentang 
administrasi kependudukan mulai dari surat keterangan, akta kelahiran, akta 
perkawinan, akta perceraian dan akta kematian dan lain-lain. Bukti 
kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak 
diperkenankan memiliki double identitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses 
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi 
dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya. 
         Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengakuan, 
penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan 
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Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara 
Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Administrasi 
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain.12  
            Pengaturan tentang Administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana 
apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran 
penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. 
Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan yang 
ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan 
yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara 
menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang 
berhubungan dengan kependudukan. Maka dari itulah, maka dibentuklah 
Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. 
         Dalam dinamika pembangunan, tidak  terlepas dari permasalahan dan 
kendala- kendala yang terjadi ketika proses perkembangan zaman. Masalah 
kependudukan yang sering dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi 
tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun  
12Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendafrtaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
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pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan 
kepada setiap orang. Administrasi kependudukan diarahkan untuk:
13
  
1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan  
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional  
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 
memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa  
Kependudukan dan Peristiwa Penting  
3. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 
secara nasional, regional, serta lokal; dan 
4. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.  
 
           Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan sebagai peraturan yang menjadi pegangan 
bagi semua penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan 
kependudukan karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada 
dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi 
Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif. Dalam undang-undang  
tersebut menjelaskan mengenai Sistem Informasi Adminisrasi Kependudukan 
(SIAK). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ialah sistem informasi 
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara 
dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.14 
          Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri 
melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan 
adanya SIAK ini diharapkan mampu memberikan informasi yang menunjang  
13ibid 
14Ibid 
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administrasi kependudukan, yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan 
kependudukan profesional. Undang-Undang tentang Administrasi 
Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem 
yangmencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi penggunaan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia 
dan merupakan kunci sukses dan melakukan verifikasi dan validasi data jati diri 
seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi 
kependudukan.  
          Pemerintah daerah adalah sub sistem pemerintahan pusat. Pemberian 
kewenangan (devolution of authority) kepada unit-unit atau satuan 
pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan 
yang mutlak dan tidak dapat di hindari. Mengingat begitu tinggi tingkat                     
fragmentasi sosial di dalam sebuah negara, maka terdapat hal-hal tertentu yang 
harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah akan lebih baik 
menyelenggarakannya dari pada dilakukan secara nasional dan sentralistik. 
Pemerintah nasional dalam hal ini akan sangat berfungsi menyiapkan pedoman 
umum yang dijadikan tolak ukur bagi penyelenggaraan pemerintahan agar 
pemerintah daerah tidak dapat menyimpang dari prinsip negara kesatuan.15
 Dalam mengatur organisasi perangkat-perangkat di daerah harus ada  
 
15Arfan Gaffar,Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, pustaka pelajar, Yogyakarta, 
2004, hlm 21. 
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memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur wilayah daerahnya, 
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiscal, agama serta 
kewenangan di bidang lain. Kewenangan pemerintah diserahkan kepada 
daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 
sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.16 
            Jika membahas mengenai permasalahan administrasi kependudukan di 
Indonesia masih sangat rentan dengan peraturan yang diskriminatif dari 
pemerintah, sehingga ini menjadi tugas pemerintah agar lebih serius dalam 
menanggapi persoalan yang muncul di dalam administrasi kependudukan 
F. Pengertian Agama 
Pada zaman modern yang sekuler ini, agama memiliki kedudukan dan 
peranan yang penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Hampir 
seluruh penduduk dunia memilih salah satu agama yang diyakininya. Bagi 
berjuta-juta manusia, agama berperan penting pada saat-saat yang paling 
menggembirakan maupun pada saat-saat yang paling menyedihkan. Agama 
juga memiliki jawaban- jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 
membingungkan dan sulit dalam kehidupan. Agama mengajarkan kepada 
manusia bahwa adanya suatu kekuatan yang paling tinggi di atas kekuatan 
manusia ataupun kekuatan lainnya. Kehidupan agama pada dasarnya 
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merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa 
atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan 
masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.16 
Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan paling 
tinggi di atas kekuatan manusia yang bersifat supernatural itu menimbulkan 
perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan lainnya. Hal tersebut juga 
menimbulan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, optimis, pasrah dan lainya 
dari individu dan masyarakat yang mempercayainya. Petunjuk-petunjuk 
mengenai larangan dan kewajiban atau hal-hal yang dapat dilakukan dari suatu 
agama menimbulkan sikap patuh dan taat pada diri setiap manusia agar 
kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan selamat. Kehidupan 
beragama telah ada sejak jaman dahulu kala hingga jaman sekarang ini dan 
manusia selalu berhubungan erat dengan agama. Agama yang tumbuh dan 
berkembang di dunia cukup banyak jumlahnya, ada yang telah punah dan tidak 
tampak lagi eksistensinya dan adapula yang tetap hidup dan berkembang 
sampai sekarang. Terdapat beberapa sebab terjadinya kepunahan agama, 
yaitu:17  
1)  Agama itu tidak mampu memberikan arahan yang jelas dan tidak mampu     
memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan para pemeluknya.  
16Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi 
Agama. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.    
     
17K.Sukardji, Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya, cet. 1. 
(Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 1.  
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2)  Pemeluknya tidak ada lagi di muka bumi.   
3)  Telah lahir agama baru yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia  atau 
bangsa pada zamannya.   
4)  Para pemuka agama bertindak sewenang-wenang terhadap pemeluk 
 agama dari golongan awam.   
5)  Tidak menarik lagi, sehingga masyarakat tidak mau memeluk agama  itu.   
6)  Dakwah dan pendidikan agama tidak dilakukan oleh para da’i dan  mubalig 
serta guru agama, sehingga agama itu hanya diketahui dan  dipahami oleh 
generasi tua dan kelompok ulama dari agama itu.  
 
            Menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari 
setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat 
dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama yang 
Thabi’iyat dan kelompok agama Ilahiyat.18 Agama Thabi’iyat yaitu agama yang 
berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama Ilahiyat adalah agama 
yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang Thabi’iyat 
biasa disebut Ardli (Agama Bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan 
agama yang Ilahiyat lazimnya disebut sebagai Samawi (Agama Langit), yaitu 
agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Agama Ardli dipeluk manusia dari 
fase dinamistis sampai pada fase monoteistik, dimana yang mereka sembah 
atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan dan/atau benda 
tertentu yang memiliki kekuatan magis. Adapun yang termasuk ke dalam 
kelompok Agama Ardli yaitu:19 
1) Agama suku-suku bangsa primitif. .   
 
18 Ibid 1-4.  
19 Ibid. 
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2) Agama Bangsa Mesir Kuno 
3) Agama Bangsa Babilonia.   
4) Agama Bangsa Yunani Kuno.   
5) Agama Bangsa Arab Jahiliyah.   
6) Agama Bangsa Iran Kuno, Manu dan Agama Masdak.   
7) Agama Hindu. 
8) Agama Budha 
9) Agama Tao dan Kho Fut-ze.   
10)  Agama Shinto.   
                Agama Samawi merupakan agama dari Tuhan, yang dibawa ke bumi 
melalui utusan Tuhan, yaitu para Nabi/Rasul. Seperti Nabi Luth yang membawa 
dan mengajarkan Agama Samawi (Agama Yahudi) kepada suku bangsa 
Sodom di daerah sekitar negara Israel dan Kerajaan Yordania, Nabi Isa yang 
membawa dan mengajarkan Agama Samawi (Agama Nasrani) kepada kaum 
Bani Israil di daerah Darossalam/Bet Lehem, dan Nabi Muhammad yang 
membawa dan mengajarkan Agama Samawi (Agama Islam) kepada seluruh 
umat manusia di Saudi Arabia (Mekah dan Madinah). Agama-agama yang 
termasuk ke dalam Agama Samawi kesemuanya menyembah Tuhan Yang 
Maha Esa, hanya saja mereka menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan 
sebutan yang berbeda-beda. Adapun yang termasuk ke dalam Agama Samawi 
adalah sebagai berikut:20  
1)  Agama Hanie (Agama Nabi Ibrahim).  
20 Ibid. 
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2)  Agama Yahudi. 
3)  Agama Nasrani.  
4)  Agama Islam.   
            Untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus 
dipenuhi yaitu: dapat menuntun umatnya agar memiliki kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa; memiliki guru besar atau Nabi/Rasul; mempunyai 
ajaran untuk menuju jalan kebenaran; memiliki umat yang mengakui kebenaran 
ajarannya; dan tidak akan pudar atau hilang karena waktu atau dapat 
dibuktikan kebenarannya.21 Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang 
ada di dunia, yang masih hidup dan berkembang hingga sekarang yaitu Nasrani 
(Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Konghucu. 
Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga 
saat ini yaitu Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrianisme, Shintoisme dan 
Kepercayaan Baha’i. Inti dan sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan 
dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia dengan Tuhan 
karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya 
kepada-Nya.22  
Dari penghayatan kesadaran akan hubungan dan ikatan dengan Tuhan 
itu, maka muncullah agama dengan 4 (empat) unsur utamanya: dogma, doktrin, 
atau ajaran; ibadat atau kultus; moral atau etika; lembaga atau organisasi.  
21http://intandalamdebu.com/volume-12/perbedaan-agama-dan-kepercayaan/, diakses 
pada tanggal 5 Oktober 2011. 
22Agus M. Hardjana, Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas, cet. 1. (Yogyakarta: 
Penerbit Kanisius, 2005), hlm 
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Dogma merumuskan hakikat Tuhan yang dikenal, dialami, dan dipercaya, serta 
kehendak-Nya untuk manusia dan dunia. Ibadat menetapkan bagaimana 
seharusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Moralmenggariskan pedoman 
perilaku yang menetapkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan 
pengalaman dan kepercayaan terhadap Tuhan dalam hidup pribadi, 
masyarakat, dan dunia. Dan lembaga mengatur hubungan antar penganut 
agama satu dan lain, dan hubungan mereka dengan pemimpin agama mereka 
dalam rangka penghayatan religiositas secara bersama- sama.  
Kata “agama” diambil dari bahasa Sansekerta untuk menunjukkan 
sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu/Budha. Pengertian dari 
“agama” ialah jalan. Adapun yang mengatakan “religi” yang diambil dari bahasa 
Inggris religion yang berarti kesalehan, ketakutan, atau sesuatu yang sangat 
mendalam dan berlebih-lebihan. Dalam Webster New World disebutkan, 
religion adalah sebagai berikut:  
(1) keyakinan pada Tuhan atau kekuatan supramanusia untuk disembah 
sebagai pencipta dan penguasa alam semesta,  
(2) sistem kepercayaan dan peribadatan tertentu, termasuk di dalamnya kode 
etik dan filsafat.23  
           Kata religion memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan sebutan lainnya 
dari agama adalah ad-din yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki lebih.  
23 Webster New World. (NY: McMillan, 1996), hlm. 1134.  
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banyak unsur, yaitu: Tuhan; undang-undang Ketuhanan (wahyu); kebahagiaan 
dunia dan akhirat
.24
 Sesungguhnya sulit sekali untuk mendefiniskan atau 
memberikan pengertian mengenai agama, karena setiap individu memiliki 
pandangan dan pengertiannya sendiri dengan sudut pandang yang berbeda 
pula.  
Para Philosof terkenal pun memberikan definisi masing-masing, 
sebagian mengatakan agama itu tidak lebih daripada sebuah konsep 
moral/akhlak, sebagian lainnya mengatakan agama itu hanyalah sesuatu 
mengenai hal-hal spiritual saja dan ada pula yang mendefiniskan agama 
melalui ritual atau upacara penyembahan. Adapun beberapa definisi atau 
pengertian dari agama yang dapat dirangkum menurut para ahli adalah sebagai 
berikut:  
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : agama adalah ajaran, sistem 
yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 
manusia dan manusia serta lingkungannya.25   
2. Menurut Drs. D. Hendropuspito, O.C. : agama ialah suatu jenis sistem sosial 
yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-
kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk    
24K. Sukardji, Op. Cit, hlm. 34-35.  
25http://kamusbahasaindonesia.org/agama, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.   
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 mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.26 
3. Menurut Herbert Spencer : agama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu 
merupakan manifesti dari Kuasa yang melampaui pengetahuan kita.27  
4. Menurut James Martineau : agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang 
selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam 
semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.28   
5. Menurut Dr. Mustafa AS-SIBA’I : agama ialah satu peraturan (nidzam) yang 
meliputi masalah-masalah kepercayaan (aqidah) dan ibadah yang 
menghubungkan ikatan segenap umat manusia antara satu dengan yang 
lain, dan mempersatukan pemeluknya sehingga menjadi satu ummat yang 
dijiwai oleh kesatuan rohani (ma’nawiyah).29   
6. Menurut A. Ridwan Halim dan Flora Liman Pangestu : agama adalah 
pandangan hidup yang percaya, bertakwa dan berbakti kepada Tuhan Yang  
    Maha Esa atau kepada yang dianggap sebagai Maha Kuasa di atas       
kehidupan segala bangsa dan umat manusia di seluruh muka bumi.30   
Setiap agama yang ada di dunia pun memiliki pengertian serta definisinya  
 
26
 D. Hendropuspito, Sosiologi Agama, cet. 20. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 34.  
27
 Fauz Noor, Berpikir Seperti Nabi, cet. 1. (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), hlm. 449. 
28
 Ibid.  
29
 Ibid. 
30 A. Ridwan Halim, Flora Liman Pangestu. Persoalan Praktis Filsafat Hukum Dalam 
Himpunan Distingsi. (Jakarta: UniversitasAtma Jaya, 1992), hlm. 4.  
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masing-masing mengenai apa itu agama, berikut definisi atau pengertian 
agama menurut penganut agama-agama di dunia:  
1. Menurut penganut agama Roma Katolik : agama adalah perhubungan antara 
Tuhan dengan manusia, yaitu perhubungan yang mengutarakan 
bergantungnya manusia kepada Tuhan.31   
2. Menurut penganut agama Kristen (Protestan) : agama artinya mengenal, 
mencintai dan menyembah kepada Tuhan.32   
3. Menurut penganut agama Islam : agama adalah seluruh ajaran dan hukum-
hukumnya yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasul-
Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan dan didakwahkan 
kepada segenap umat manusia sehingga manusia yang ada di muka bumi ini 
akan memperoleh kebahagiaan hakiki dan bermakna baik ketika hidup di 
dunia, maupun di akhirat.33  
4. Menurut penganut agama Hindu : agama merupakan panggilan untuk 
memenuhi dharma, tugas atau kewajiban suci yang harus diamalkan.34 
5. Menurut penganut agama Budha : agama merupakan panggilan untuk  
31 K. Sukardji, Op. Cit, hlm. 36. 
32 Ibid. 
33Dasar dari pengertian Agama Islam ini dilihat dari Q.S. Ali-Imran ayat 19 dan Q.S. 
As- Saff ayat 9. Beni Kurniawan, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. 
(Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 5.  
34Yosef Lau, Makna Hidup Dalam Terang Iman Katolik, cet 1. (Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius, 2010), hlm. 6. 
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    mewujudkan dharma, tetapi yang merupakan dasar dan tata tertib yang    
mengatur, baik keseluruhan alam semesta maupun kehidupan individu 
dalam masyarakat, yang harus dijunjung tinggi dan ditaati, yang  sifatnya 
alami karena tidak diciptakan oleh siapapun.35   
  Lain lagi halnya dengan teori keagamaan menurut Emile Durkheim yang 
menyatakan fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat. Agama bagi 
Durkheim adalah sebuah kekuatan kolektif dari masyarakat yang mengatasi 
individu- individu dalam masyarakat.36 Setiap individu sebaliknya, 
merepresentasikan masyarakat dalam agama yaitu melalui ketaatan kepada 
aturan-aturan keagamaan seperti melakukan ritual-ritual keagamaan. Durkheim 
berpendapat bahwa agama dan masyarakat tak dapat dipisahkan karena satu 
dan yang lainnya saling membutuhkan.37  
Teori dari Durkheim berkesinambungan dengan pandangan agama 
dilihat dari sudut sosiologis, dimana agama merupakan fenomena kebudayaan, 
yakni sebagai suatu pandangan dan pola hidup kelompok yang mengandalkan 
kepercayaan akan dimensi transenden atau suatu wahyu khusus yang 
diekspresikan melalui kelompok, persekutuan atau umat, dengan ajaran yang  
35Ibid.  
36Bastian Gaguk, “Agama dan Perubahan Sosial: Sebuah Telaah Pemikiran Karl Marx 
dan Emile Durkheim”. http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/15/agama-dan-
perubahan-sosial- sebuah-telaah-pemikiran-karl-marx-dan-emile-durkheim/, diakses 
pada tanggal 12 Oktober 2011.  
37Editor: Elza Peldi Taher, Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 
Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi, cet. 1. (Jakarta: ICRP, 2009), hlm. 368 
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menafsirkan dan mengarahkan kehidupan, serta ritus atau ibadat yang dihayati 
dalam wujud keterlibatan dalam dunia masyarakat.
38
 Menurut A. Ridwan Halim 
dan Flora Liman Pangestu, agama ialah kepercayaan yang harus memenuhi 5 
(lima) kriteria, yakni sebagai berikut:39  
1. Ada Kitab Sucinya;   
2. Ada Nabi dan Rasul-rasulnya;   
3. Ada ajarannya yang tunggal dan universal secara fundamental di  seluruh 
dunia, meskipun secara aktual bisa saja mengandung  perbedaan yang 
disebabkan karena perbedaan aliran-aliran;   
4. Ada kesatuan sistemnya yang menghubungkan antara ajaran kepercayaan 
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama tersebut 
dengan berbagai ajarannya tentang kebaktian dan acara pelaksanaan 
kebaktian tersebut serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap 
orang yang menjadi penganut atau  umatnya; dan   
5. Ada penganutnya atau umatnya yang terdiri dari berbagai bangsa dan 
 tersebar di seluruh dunia.   
 
          Ketika Indonesia hampir mencapai kemerdekaannya, para pendiri negeri 
ini berhasil merumuskan suatu perjanjian yang sangat luhur dan disepakati 
bersama pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Piagam 
Jakarta. Piagam Jakarta ini lah yang menjadi mukaddimah Undang-Undang 
Dasar 1945. Di dalam Piagam Jakarta tersebut, terdapat 7 (tujuh) kata yang 
dihilangkan yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- 
pemeluknya.” Penghilangan tujuh kata tersebut dilakukan karena para pendiri 
negeri ini menyadari bahwa tidak hanya ada 1 (satu) agama yang dianut dan 
 
38 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  
Maha Esa (Sebuah Wacana). (Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan 
Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, 2002), hlm. 14.  
39 A. Ridwan Halim, Flora Liman Pangestu. Op. Cit, hlm. 15. 
43 
 
diyakini oleh masyarakat Indonesia, ada agama-agama lainnya seperti Kristen 
Protestan, Katolik, Hindu dan Budha pada saat itu. Apabila tujuh kata tersebut 
tidak dihilangkan, maka rumusan perjanjian itu pun hanya akan mengikat umat 
muslim saja dan tidak mengikat agama lainnya dan hal tersebut akan 
menimbulkan suatu polemik besar di dalam tubuh Indonesia sendiri dan 
perpecahan diantara masyarakat Indonesia pun tidak akan dapat dihindarkan. 
  Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, akan tetapi 
keberadaan agama lain di Indonesia pun harus diakui dan diberikan kebebasan 
serta hak yang sama kepada para pemeluknya. Oleh karena itu, setelah 
berbicara dengan para tokoh Islam, Mohammad Hatta pun segera 
menghilangkan tujuh kata tersebut dan mengganti rumusannya menjadi 
“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Piagam Jakarta merupakan wujud resmi salah 
satu dokumen penetapan yang menerima Pacasila sebagai dasar negara 
Republik Indonesia dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 
  Kelima butir Pancasila tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Ketetapan 
MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjadi 36 butir 
Pancasila yang kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 
dengan 45 butir Pancasila, dengan ketentuan dalam Sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai berikut:40  
 
40 Riduwan Adi Santoso “MengingatKembaliPancasila”.http://sejarah.kompasiana.com/2011/ 
06//05/mengingat-kembali-pancasila/, diakses pada tanggal 15 Oktober 2011. 
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1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa.   
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab.   
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara 
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.   
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.   
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah 
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha 
Esa.   
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah 
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.   
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa kepada orang lain.   
 
H.Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945      
            Dasar hukum kebebasan beragama yang paling mendasar adalah pada 
Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) dan (2), pasal 
28 J ayat (1), serta  pasal 29 ayat (2), pasal 28 E ayat (1) dan (2) menegaskan 
bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menyakini kepercayaan serta 
menjalankan ajarannya. Dipertegas kembali pada tanggal 28 I ayat (1) bahwa 
Hak Kebebasan beragama adalah merupakan Hak Asasi Manusia. Pasal 29 
Pencamtuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari pasal 28A s/d pasal 28J 
UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi pada 
masa akhir pemerintah orde baru, yaitu tuntutan untuk mewujudkan kehidupan 
demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara 
serta jaminan dan pernghormatan terhadap Hak asasi manusia sebagai 
antitesa dari berbagai kebijakan pemerintah orde baru yang mengabaikan 
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aspek-aspek tersebut.41      
         Indonesia tidak mutlak/inheren, melainkan memiliki batasan sebagai 
mana diatur oleh UUD 1945 pasal 28 J, yang intinya adalah pelaksanaan hak 
kebebasan beragama wajib tunduk pada pada pembatasan-pembatasan yang 
diatur didalam undang-undang.Pembatasan HAM ini juga dibenarkan oleh Dr. 
Maria Farida Indrati, pakar ilmu perundang-undangan fakultas hukum UI yang 
juga seorang Hakim Konstitusi, menyatakan bahwa HAM bisa diatasi sepanjang 
hal itu diatur dengan atau didalam undang-undang.42                        
           M. Atho Mudzhar mengatakan bahwa Adanya pembatasan-pembatasan 
itu tidak perlu mngecilkan hati kita seolah-olah kita adalah bangsa yang tidak 
memiliki kebebasan beragama Hal itu dimungkinkan sepenjang dilakukan 
melalui undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama , keamanan dan 
ketertiban umum.  
 
 
 
 
41opcit 38   
42Lihat:Shanti Rachmadsya, “HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia di Indonesia,diunduh 
pada http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556, 11 november 2015. 
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                                        BAB III 
  METODE PENELITIAN   
A. Jenis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian 
yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan (Law ini book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai 
kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap 
apa yang dianggap pantas. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar. Melihat dari jenis 
penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yang kebanyakan 
membahas mengenai norma-norma hukum dan kepustakaan maka penelitian 
akan dilakukan pada: 
1. Perpustakaan, Untuk menunjang teori-teori dan doktrin-doktrin yang 
akan diangkat maka diperlukan banyak referensi yang terdapat pada 
perpustakaan.  
2. Kantor kecamatan, sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, 
maka dilakukan penelitian dengan cara wawancara pada Kantor Camat. 
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3. Kantor catatan sipil, sesuai dengan rumusan masalah yang penulis 
angkat. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan cara 
wawancara pada Kantor catatan sipil 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–
undangan, dan putusan hakim. 
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) 
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Undang–Undang No.11 tahun 2005 tentang pengesahan 
Covenant Internasional On Economic, Social, And Cultural Right. 
3. Undang–Undang  No. 24 tahun 2013 tentang perubahan  atas 
Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi  
kependudukan  
b) Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 
yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau 
ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang 
akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. 
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari kantor catatan 
sipil dan kantor kecamatan yang berada disekitar wilayah Makassar  
yang menangani permasalahan ini dan masyarakat yang diresahkan 
akibat terjadinya diskriminasi. 
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data 
yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan proposal ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan 
tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu kepala kantor 
catatan sipil, dan beberapa camat di kota Makassar  
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas berkas 
kecamatan yang terkait dengan materi yang dibahas. 
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E. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis 
secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif 
guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 
untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Fungsi Pencantuman Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk  
Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan 
dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. Dengan demikian, setiap penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen 
kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas 
kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan ganti rugi serta 
pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi 
pelaksana. 
 Penulisan agama berfungsi untuk mengetahui statistik para penganut 
agama. Tidak ada yang dapat menjamin dalam memeriksa kebenaran 
mengenai agama yang tertera di KTP seseorang adalah sama dengan agama 
aktual yang diimani oleh si pemegang KTP. Selama tidak ada yang dapat 
menjamin keakuratan agama tertulis dan agama aktual, maka statistik yang 
dibangun berdasarkan data kepenganutan agama melalui KTP menjadi tidak 
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valid. Apalagi ditambah batasan menuliskan agama yang dianut menjadi hanya 
sebatas enam agama resmi saja.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa fungsi 
pencantuman agama di E-KTP, yaitu : menurut Meli, Kepala Bidang 
Administrasi Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar, wawancara tanggal 20 Januari 2016. adalah tertib adminstrasi. 
Sebagai sebuah organisasi besar, negara harus memiliki tertib administrasi. 
Salah satunya adalah yang berkaitan dengan identitas penduduk, termasuk 
agama dari penduduk tersebut. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia yang 
menganut berbagai macam agama, terutama agama Islam. Sebab akan 
berkolerasi penting dengan beberapa administrasi di lapangan. Seperti 
pernikahan, waris dan masalah adopsi anak. Apabila kolom agama dihapuskan, 
akan terjadi kesulitan dalam administrasi. Walau pihak yang menolak kolom 
agama dicantumkan di KTP melihat ini hal tak penting, sebab bisa diantisipasi 
dengan kebijakan lain. Tapi, itu sejatinya akan memperumit dan mempersulit 
tertib administrasi.  
Menurut Tompo, Kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota 
Makassar, wawancara tanggal 26 Januari 2016, fungsi pencantuman agama 
adalah sebagai legalitas hukum, di mana agama yang dianut seseorang akan 
berkolerasi penting terhadap tindakan hukum yang dilakukannya. Sebab di 
Indonesia hukum tertulis (lex scripta)  menjadi penting dalam upaya penegakan 
dan kepastian hukum itu sendiri. Seperti dalam kasus pernikahan seorang 
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muslim, identitas agama pada KTP masih dijadikan bukti otentik untuk 
menentukan agama yang dipeluknya sebelum menikah. Artinya bukti tertulis 
adalah penting sebagai legalitas seseorang sebagai subjek dan objek hukum.  
Menurut Husein Abdullah, sebagai juru bicara wakil presiden, 
wawancara tanggal 28 Januari 2016, adalah sebagai Identitas negara, kolom 
agama adalah sebagai identitas negara yang berketuhanan. Ketuhanan dan 
agama secara konseptual merupakan pemahaman bahwa penduduk negara 
Indonesia bertuhan diwujudkan dalam bentuk negara. Husein Abdullah 
menyebutkan bahwa ketuhanan dan agama adalah identitas, oleh sebab itu 
penduduk sebagai salah satu unsur negara mutlak menunjukkan identitas 
ketuhanan dengan wujud agama sebagai identitas. Berpijak pada argumentasi 
yuridis konstitusional, agama adalah identitas negara dan identitas penduduk. 
Artinya mengisi keterangan agama pada KTP adalah suatu kemutlakan. 
Dalam hak kebebasan beragama para pemeluk agama berhak 
menyatakan pikiran dan pendapat mengenai keyakinannya. Salah satu bentuk 
bagi para pemeluk agama di Indonesia untuk mengungkapkan, 
mendeklarasikan, atau memberitahukan kepada orang lain mengenai agama 
yang dianutnya adalah dengan menyebutkan agama yang dianutnya di dalam 
Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pencantuman agama di KTP merupakan salah 
satu wujud pengungkapan pendapat atau pikiran secara tertulis. Sayangnya 
hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara 
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lisan atau tertulis ini, kemudian bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang 
harus dilakukan oleh warga negara.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mewajibkan setiap 
penduduk untuk mencantumkan agama mereka di dalam KTP. Kewajiban 
tersebut timbul karena Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa 
agama merupakan salah satu poin yang harus tercantum dalam KTP. 
Ketentuan ini menjadi diskriminatif bagi para pemeluk kepercayaan sebab yang 
dicantumkan dalam KTP hanyalah agama, bukan kepercayaan.  
Ayat 5 dari Pasal 61 UU Adminduk ini bahkan secara terang benderang 
menggunakan istilah agama yang belum diakui. Para penganut aliran 
kepercayaan dan pemeluk agama yang belum diakui tetap dilayani dan dicatat 
dalam database kependudukan, namun di KTP diberi tanda (-). Ketentuan ini 
menunjukkan sikap tegas negara yang tidak mengakui agama- agama atau 
aliran kepercayaan selain keenam agama resmi.  
Permasalahan tentang penulisan agama di dalam KTP seharusnya tidak 
perlu dicantumkan. Jalaluddin Rakhmat menyebut empat jenis kebebasan 
beragama yang ditetapkan Islam yang harus dilindungi dari tindakan agresif, 
yakni: (1) Kebebasan memilih agama; (2) Kebebasan memeluk agama (3) 
Kebebasan menyembunyikan agama; (4) Kebebasan menampakkan agama.43  
43
Syamsul Arifin, Diskursus Hak Asasi Manusia Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, hal. 783. Makalah 
disampaikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10 di Banjarmasin pada 1-4 November 2010.  
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Pencantuman agama di KTP termasuk dalam hak bagi setiap orang 
untukmenampakkan atau menyembunyikan agama yang dianutnya. 
Pemaksaan dengan undang-undang untuk mencantumkan agama di dalam 
KTP merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak ini. Selain dapat 
menimbulkan  tindakan-tindakan yang diskriminatif dari pihak-pihak tertentu, 
pencantuman agama di KTP menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap 
forum internum sebagai hak absolut masih sangat kuat. Padahal di dalam 
Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, forum internum dikategorikan sebagai 
kebebasan negatif yang implementasinya tidak boleh diintervensi oleh negara.44 
Kebijakan negara yang hanya sekedar mencatat atau mendata para 
penganut agama yang belum diakui oleh negara, namun tidak memperbolehkan 
mereka mencantumkannya di dalam KTP, akan menimbulkan masalah lain 
yang dapat merugikan, membatasi, dan bahkan melanggar hak-hak asasi lain 
yang dimiliki warga negara. Sekalipun UU Adminduk memperbolehkan para 
penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di 
KTP, dan bukan memaksa mereka untuk memilih salah satu dari agama-agama 
resmi untuk ditulis di KTP, hal itu tetap tidak dapat menjamin terpenuhinya hak-
hak para penganut agama yang tidak resmi untuk menampakkan kepada publik 
agama yang dianutnya. Apabila kolom agama tidak diisi, belum tentu jelas 
karena warga itu adalah penganut aliran kepercayaan. Mungkin juga ditanya  
Atheiskah dia, atau lebih seriusnya lagi dia sedang dalam kontrol Negara. 
44 
Al-Khanif, opcit, hal. 199.  
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B. Implikasi Hukum dan Aspek Administrasinya 
Di kolom agama dalam E-KTP di Indonesia hanya dimungkinkan tertulis: 
Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu. Padahal kenyataan di 
masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan lokal, menganut 
kejawen, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa negara selain Indonesia, 
identitas diri semacam KTP-nya sudah tidak mencantumkan kolom agama.  
Di Indonesia agama sudah menjadi ketentuan atau konvensi yang sudah 
berakar. Dalam banyak ketentuan dan undang-undang, teristimewa untuk 
rekruitmen tenaga kerja pun mesti disebutkan agamanya apa. Selain itu 
pelayanan publik lantas juga tidak maksimal tatkala mentalitas pegawainya 
yang mempunyai motivasi tersendiri dalam beragama. Pelayanan untuk 
pengurusan surat-surat di instansi tertentu lantas menjadi ribet dan molor 
karena seseorang beragama tertentu dan berbeda dengan pegawai yang 
melayani. Ini memang jaman reformasi, tapi yang utama direformasi, 
seharusnya juga cara pandang dan mentalitas orangnya.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut Amba, Sekretaris 
Kecamatan Wajo Kota Makassar, wawancara 18 Januari 2016. bahwa terdapat 
Implikasi Hukum dan Aspek Administrasinya di E-KTP yaitu : Keberadaan 
kolom agama akan mendatangkan manfaat, baik bagi pemilik identitas maupun 
negara. Bila kolom agama dihapus, akan terjadi kesulitan dalam 
mengidentifikasi agama seseorang. Hal ini beresiko menambah kerumitan. 
Sebagai contoh, apabila dalam pernikahan ditemukan pengantin yang tidak 
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bisa membaca alqur’an dan diragukan agama Islamnya. Atau dalam  masalah 
hak perlindungan dan hak asuh anak. Dimana seorang anak muslim harus 
diasuh pula oleh keluarga yang menganut agama yang sama dengan anak 
tersebut. Bila kondisi ini terjadi, bagaimana mengidentifikasi agamanya. Apabila 
salah dalam mengidentifikasi agama bisa berimplikasi negatif dan menimbulkan 
ketersinggungan pihak-pihak yang merasa diragukan identitas agamanya. 
Menurut Amir, Kepala seksi pelayanan umum Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar, wawancara 23 Januari 2016, bahwa terdapat Implikasi Hukum dan 
Aspek Administrasinya di E-KTP yaitu sebagai pengosongan kolom agama 
dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Jika kolom Agama 
pada E-KTP seseorang dikosongkan, agama orang tersebut tidak akan 
diketahui. Ketika orang tersebut meninggal atau ingin menikah, akan timbul 
permasalahan baru mengenai proses yang akan dilakukan karena prosesi 
pernikahan dan kematian merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang 
dan merupakan hal yang sangat sakral.  
Menurut Husein Abdullah, Juru bicara wakil presiden, wawancara 9 
Febuari 2016, bahwa terdapat Implikasi Hukum dan Aspek Administrasinya di 
E-KTP yaitu Untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara, hal ini penting 
untuk dicermati, sebab mengosongkan kolom agama dapat mengakibatkan 
tumbuh suburnya aliran-aliran atau sekte dalam agama. Bahkan menumbuh 
suburkan atheisme dan aliran-aliran yang belum tentu sejalan dengan 
Pancasila. Bila penghapusan benar terjadi akan menyebabkan konflik antar 
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umat beragama. Kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi keamanan negara. 
Sebab masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif. Salah dalam 
menanganinya, akan berujung pada konflik sosial. Dan dalam berbagai konflik 
di tanah air dan dunia, konflik agama adalah yang paling sulit dicarikan 
solusinya. 
Menurut Fian, Pegawai administrasi kependudukan, wawancara 9 
Febuari 2016, Kolom agama dan pengisiannya sangat penting bagi bangsa 
Indonesia. Sebab Indonesia adalah negara yang berketuhanan dan itu 
merupakan identitas negara dan ciri khas Indonesia. Menjadi ironi, apabila 
mengosongkan dan penghapusan kolom agama sebagai bentuk perlawanan 
terhadap diskriminasi, ternyata melahirkan diskriminasi baru. Hal tersebut dapat 
mencederai perasaan umat beragama di Indonesia. Bukankah selama ini 
Undang-Undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan telah 
berjalan dengan baik. Bila terjadi diskriminasi dengan mencantumkan kolom 
agama, bukan kolom agama yang dihapus. Tapi dengan pemberian 
pemahaman yang benar terhadap orang yang melakukan diskriminasi. 
Kalau penganut enam agama yang diakui di Indonesia wajib mengisi 
kolom agama di E-KTP, mengapa kebijakan tersebut tidak berlaku bagi agama 
atau kepercayaan lainnya, bukankah mereka juga adalah warga negara 
Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan di depan 
konstitusi. Akibatnya para penganut selain enam agama yang diakui hak-hak 
dasarnya terabaikan, terpaksa harus berbohong dan harus memilih di antara 
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enam agama dalam E-KTP, Akta Lahir, Akta Nikah dan sejumlah dokumen 
penting lainnya.  
Disinilah muncul kontroversi terkait penghapusan kolom agama di E-
KTP. Kelompok yang setuju dengan gagasan tersebut cenderung dipandang 
negatif, sebaliknya kelompok yang tidak setuju dengan penghapusan kolom 
agama dianggap sebagai kelompok pembela agama. Kolompok yang menolak 
dihapusnya kolom agama dikarenakan agama yang mereka peluk adalah 
agama mayoritas yang diakui di Indonesia sehingga hak-haknya terpenuhi 
dengan baik tapi bagaimana jika agama mereka yang tidak diakui di Indonesia 
apakah masih tetap tidak mendukung penghapusan kolom agama di E-KTP. 
Sebagai pemeluk suatu agama seharusnya kita dapat menghargai dan 
menghormati agama lain karena setiap agama mengajarkan hal tersebut. 
Semua penganut agama memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa 
diskriminasi, kita semua adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Itulah yang 
dinamakan kesadaran plurarisme dan merupakan syarat mutlak tegaknya 
demokrasi.   
Selain diskriminasi di atas, suatu fakta yang tak dapat ditutup-tutupi, 
kolom agama dalam KTP berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Ini telah 
terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di mana-mana. Orang yang dicurigai 
diminta menunjukkan KTP. Kalau orang yang bersangkutan beragama sama 
kadang bisa aman, tetapi kalau berbeda bisa dibayangkan apa yang akan 
terjadi apalagi dalam situasi konflik yang berbau SARA.  
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Tapi kalau fakta kehadiran KTP yang mencantumkan kolom agama itu 
ternyata menjadi awal munculnya diskriminasi, konflik horisontal, pelayanan 
publik kurang maksimal dan kemanusiaan diabaikan, maka  sudah waktunya 
kolom agama di KTP itu dihapus. Alasan administrasi kependudukan juga tak 
bisa menghalangi desakan penghapusan kolom agama ini. Soal administrasi 
kependudukan, asal orang-orangnya di instansi bersangkutan bekerja dengan 
baik, sebenarnya kolom agama di KTP tidak diperlukan lagi. Jadi, sebaiknya 
kolom agama di KTP itu dihapuskan saja. 
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        BAB V 
                           PENUTUP 
KESIMPULAN  
1. Fungsi pencantuman agama dalam kartu tanda penduduk, Penulisan Agama 
dalam E-KTP sebenarnya memiliki bebagai macam fungsi tapi fungsi utama 
adalah untuk mengetahui agama dari pemegang E-KTP tersebut, akan tetapi 
hal ini tentu tidak sepenuhnya menjamin bahwa agama yang telah tertera di 
E-KTP seseorang adalah sama dengan agama aktual yang diimani oleh si 
pemegang E- KTP.  
 
2. Implikasi hukum dan aspek administrasi penghapusan kolom agama di E-
KTP yaitu dapat minimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi agama 
seseorang, sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai macam 
permasalahan terkait pernikahan, kematian, dan warisan. Di  Indonesia 
sendiri, agama telah menjadi ketentuan atau konvensi yang telah berakar.  
 
Saran 
1. Pengakuan negara terhadap agama tertentu bukanlah suatu pelanggaran 
hukum ataupun hak asasi manusia. Seandainya negara tetap hendak 
memberikan pengakuan terhadap agama tertentu, sebaiknya tidak ada lagi 
diferensiasi definisi antara “agama” dan “kepercayaan” sehingga pengaturan, 
pelayanan, atau pengawasan terhadap aliran kepercayaan berada di bawah 
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Kementerian Agama, bukan lagi di bawah Kementerian Kebudayaan dan 
Pariwisata. Negara boleh saja memberikan perlakuan khusus berupa 
pemberian bantuan atau fasilitas tertentu kepada agama-agama yang diakui, 
tetapi pengakuan negara terhadap agama tertentu tidak boleh 
mengakibatkan terhalangi, terbatasi, atau terlanggarnya hak-hak asasi 
pemeluk agama atau kepercayaan lain yang tidak diakui negara;   
2. Selain agama dan kepercayaan, negara dalam beberapa produk hukum juga 
menggunakan istilah agama yang diakui dan agama yang belum diakui. 
Jikalau negara mempertahankan pengunaan istilah ini seharusnya negara 
menyediakan prosedur, berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang, yang dapat ditempuh oleh agama yang belum diakui agar dapat 
berubah status menjadi agama yang diakui atau oleh kelompok ajaran 
masyarakat yang ingin diakui sebagai kepercayaan atau agama; 
3. Kolom golongan darah di KTP jauh lebih penting dari pada kolom agama. 
Ironisnya, ini justru seringkali terlihat kosong, Kalau misalnya ada kejadian 
kecelakaan di jalan dan dilarikan ke rumah sakit, mana yang lebih 
menyelamatkan nyawa orang yang kecelakaan tersebut Informasi golongan 
darah atau informasi agama. 
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